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ABSTRAK 
Vr . '1\\J~011"'11\'\0\v\ 'j\/S< n. "'\ Aolt \, ~}\, )-\t\ 

Kajiao Terha:dap Sengkefa Kou.trak Peu.gadaan Harang dan Jasa Au.t:a:ra Dinas Suniber 
Daya Air Bma Marga. dan Bina Koo:st.ruksi Kofa M·eda:o. d.engan Pihak Ketiga: 

Oleh: 
INKA KURNIA LUBIS 

218400234 

Sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan 
Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari Kasih muncul akibat wanprestasi, khususnya 
keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan ini menghambat kelancaran 
proyek pembangunan yang seharusnya selesai tepat waktu. Pengadaan barang dan jasa yang 
melibatkan pemerintah sering kali menghadapi masalah seperti ini, yang memerlukan 
mekanisme penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi 
dalam kontrak tersebut serta mengevaluasi penggunaan mediasi sebagai mekanisme 
penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis dokumen kontrak dan ketentuan hukum 
yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
sengketa efektif meskipun terdapat kendala dalam penegakan keputusan. Denda keterlambatan 
berfungsi sebagai ganti rugi, namun tantangan tetap ada dalam implementasi keputusan 
mediasi. Penelitian ini menyarankan agar pemahaman kontrak diperkuat, pengawasan lebih 
ketat dilakukan, dan efektivitas mediasi terus ditingkatkan untuk mencapai penyelesaian yang 
lebih optimal. 

Kata kunci: penyelesaian sengketa, wanprestasi, mediasi, hukum perdata 
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ABSTRACT 

Dr. ~Mrf'lt\cA ~v r< r1..,\ AJ...r <; , ~ \\J \-1.t\ 
Analyse On Disputed Procurement Contract Of Goods and Services Between Medan 

Public \\ orks Agency and. Supplier 

INKA KURNIA LUBIS 
218400234 

The contract dispute between the Department of Public Works, Water Resources, and 
Construction of Medan City and CV Sari Kasih arose due to default, specifically delays in 
completing the work. This delay hindered the smooth progress of the construction project that 
was supposed to be completed on time. Public procurement of goods and services often faces 
such issues, requiring proper dispute resolution mechanisms. This study examines the form of 
default that occurred in the contract and evaluates the use of mediation as a dispute resolution 
mechanism. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, 
focusing on the analysis of contract documents and relevant legal provisions. The findings 
show that mediation as an alternative dispute resolution is effective, although there are 
challenges in enforcing decisions. The delay penalty functions as compensation, but challenges 
remain in implementing the mediation decisions. This study suggests that strengthening 
contract understanding, tightening supervision, and continuously improving the effectiveness 
of mediation are essential for achieving more optimal resolutions. 

Keywords: dispute resolution, default, mediation, civil law. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, telah berkembang 

menjadi pusat ekonomi dan perdagangan yang penting di Indonesia bagian barat. 

Seiring dengan pertumbuhannya yang pesat, Kota Medan menghadapi tantangan 

besar dalam peningkatan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, 

dan pemerintahan. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk memperlancar 

distribusi barang, menghubungkan wilayah, serta menciptakan iklim investasi yang 

kondusif. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas menjadi 

salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Namun, pembangunan yang cepat dan 

efisien memerlukan pengelolaan yang baik serta pelaksanaan proyek yang tepat 

waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. 

Untuk mencapainya, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina 

Konstruksi Kota Medan bekerja sama dengan berbagai pihak ketiga melalui 

pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan 

menggunakan kontrak kerja sama antara pihak pemerintah dan penyedia 

barang/jasa, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 

KUHPerdata, perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih, yang mengikatkan diri mereka untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu, yang diatur secara sah oleh 
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hukum. Dalam hal ini, kontrak kerja sama antara pemerintah dan penyedia 

barang/jasa menjadi sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah 

pihak, serta memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan.1 

Namun, meskipun pengadaan barang dan jasa memiliki dampak positif yang 

besar bagi pembangunan, tidak jarang muncul masalah dalam pelaksanaannya. 

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah sengketa kontrak antara pemerintah 

daerah sebagai pemberi pekerjaan dan pihak ketiga yang bertindak sebagai 

penyedia barang dan jasa. Wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam 

memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak, merupakan salah satu 

penyebab utama munculnya sengketa. Fenomena ini sering kali terjadi dalam 

proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, terutama ketika ada ketidaksesuaian 

antara pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam 

kontrak. Bentuk wanprestasi dapat bervariasi, mulai dari keterlambatan 

penyelesaian proyek, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang disepakati, 

hingga pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.2 

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dengan ketat oleh 

regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara 

transparan, efisien, dan adil. Dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat 

pemerintah daerah, salah satu instrumen yang digunakan untuk menjamin 

kelancaran dan akuntabilitas adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengatur seluruh aspek 

 
1 Sutrisno, A. (2020). Praktik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah: Kajian dari perspektif 

hukum administrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 67-84. 
2 Setiawan, R. (2019). Analisis sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Jurnal Administrasi Negara, 12(4), 88-102. 
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pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. 

Namun, dalam praktiknya, meskipun peraturan sudah jelas, terjadi ketidaksesuaian 

antara pelaksanaan proyek dan yang disepakati dalam kontrak, yang akhirnya 

menyebabkan munculnya sengketa antara pihak-pihak terkait. Meskipun regulasi 

yang ada bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 

sering kali terjadi ketidakpahaman dalam penerapan prosedur pengadaan dan 

penyelesaian sengketa, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek.3 

Fenomena wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa bukanlah 

hal yang baru dalam dunia pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Penyedia 

barang dan jasa yang gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak dapat merugikan 

pemerintah, baik dari sisi waktu maupun anggaran yang sudah dialokasikan. 

Misalnya, dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Dinas 

Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan CV. Sari 

Kasih, terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta ketidaksesuaian kualitas 

barang dan jasa yang diserahkan. Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak ini 

disebabkan oleh keterlambatan dalam pengiriman material, ketidakmampuan dalam 

memenuhi standar kualitas pekerjaan, dan perubahan kondisi lapangan yang tidak 

terantisipasi dengan baik. 

Dalam hal ini, CV. Sari Kasih gagal memenuhi tenggat waktu yang ditentukan 

dalam kontrak dan pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

telah disepakati. Keterlambatan ini menyebabkan proyek pembangunan yang 

seharusnya selesai dalam waktu yang ditentukan menjadi terbengkalai, sehingga 

pembangunan infrastruktur di Kota Medan terganggu. Ketidakpuasan yang 

 
3 Supriyanto, E. (2021). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan 

jasa pemerintah. Penerbit Universitas Indonesia, Depok. 
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ditimbulkan dari ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dan keterlambatan waktu ini 

akhirnya mengarah pada sengketa yang harus diselesaikan melalui prosedur yang 

telah diatur dalam kontrak, baik melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 

Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa menjadi isu yang 

sangat penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan proyek dan memastikan 

bahwa anggaran yang digunakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Penyelesaian sengketa yang tidak efisien tidak hanya merugikan pihak-

pihak yang terlibat, tetapi juga memperlambat jalannya proyek yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan 

penyedia barang dan jasa untuk memahami dengan jelas mekanisme penyelesaian 

sengketa yang ada, baik melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.4 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa kontrak dengan 

alternatif yang lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan proses pengadilan. 

Namun, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi kendala yang 

mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan 

jasa yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi 

Kota Medan dengan CV. Sari Kasih memberikan gambaran mengenai bagaimana 

wanprestasi dalam kontrak dapat merugikan kedua belah pihak dan menghambat 

tujuan pembangunan infrastruktur. Penyelesaian sengketa kontrak dalam konteks 

 
4 Aminullah, M. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa melalui arbitrase. 

Jurnal Hukum Bisnis, 18(3), 215-229. 
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ini menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran proyek dan memastikan 

bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja sama tersebut, serta 

menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa kontrak dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hal yang diatur oleh Pasal 1313 

KUHPerdata terkait kontrak yang sah, serta Pasal 1243 KUHPerdata mengenai 

ganti rugi akibat wanprestasi. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan, adapun perumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja sama antara 

Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan 

CV. Sari Kasih? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yang diterapkan antara 

Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan 

CV. Sari Kasih? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, adapun tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kontrak kerja sama 

antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan 

dengan CV. Sari Kasih 
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2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa kontrak yang diterapkan antara 

Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan 

dengan CV. Sari Kasih 

1.4 Manfaat Penelitian 
 
a. Manfaat akademis: 

Penelitian ini memberikan manfaat akademis dengan memperkaya kajian 

dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai wanprestasi dalam kontrak 

dan penyelesaian sengketa kontrak yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa 

di sektor publik. 

b. Manfaat Praktis: 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya 

Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan, dalam 

memahami mekanisme penyelesaian sengketa kontrak perdata dengan lebih 

efisien, serta memberikan panduan bagi penyedia barang/jasa dalam memenuhi 

kewajiban kontraktual sesuai prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.  
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Kontrak dalam Hukum Perdata 
 

Hukum kontrak adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang terikat dalam suatu perjanjian 

atau kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, kontrak diatur dengan jelas dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar hukum 

utama bagi pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Pasal 1313 KUHPerdata 

mengatur bahwa kontrak adalah “suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau 

lebih yang mengikatkan diri mereka untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu”. Kontrak ini mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang 

telah disepakati, serta menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kontrak menjadi alat yang sah dalam hukum 

perdata untuk mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. 

Kontrak dalam hukum perdata Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai 

instrumen hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai 

perangkat pengatur yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap 

pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, 

kontrak ini berfungsi sebagai dasar yang mengatur kualitas barang/jasa yang 

disediakan, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan biaya yang harus dibayar oleh 

pemerintah.5 

 
5 Rama, B. (2023). Implikasi Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Perspektif 

Peraturan Pengadaan Pemerintah. Jurnal Hukum Indonesia, 25(1), 48-64. 
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A. Unsur-Unsur Kontrak yang Sah 

Untuk sebuah kontrak dapat dianggap sah menurut hukum perdata 

Indonesia, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yang diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Keempat unsur ini adalah: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk 

membuat kontrak, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. 

1. Kesepakatan para pihak adalah elemen yang paling dasar dalam suatu 

kontrak. Kedua pihak harus sepakat dan saling setuju untuk terikat dalam 

suatu hubungan hukum yang mengikat. Dalam pengadaan barang dan jasa, 

ini berarti bahwa pemerintah dan penyedia barang/jasa harus memiliki 

kesepakatan yang jelas mengenai syarat-syarat pengadaan, termasuk harga, 

spesifikasi, dan waktu penyelesaian. 

2. Kecakapan untuk membuat kontrak berarti bahwa kedua belah pihak harus 

memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Para pihak harus 

memiliki kemampuan hukum yang sah, yaitu dewasa, tidak berada dalam 

keadaan terhalang hukum, dan memiliki kewenangan untuk bertindak 

secara hukum. 

3. Objek yang jelas mengharuskan bahwa objek yang menjadi pokok 

perjanjian harus dapat ditentukan dengan jelas. Objek dalam kontrak 

pengadaan barang dan jasa adalah barang/jasa yang akan disediakan oleh 

penyedia jasa, dan spesifikasinya harus dicatat dengan rinci dalam kontrak 

agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. 

4. Tujuan yang halal berarti bahwa tujuan kontrak harus sah menurut hukum, 

tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam kontrak 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, tujuan kontrak harus tetap sesuai 
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dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dan tidak 

melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. 

Apabila salah satu dari unsur-unsur ini tidak dipenuhi, maka kontrak 

tersebut bisa dianggap batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa kontrak tersebut 

tidak dapat diberlakukan secara sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Oleh 

karena itu, penting bagi para pihak yang membuat kontrak untuk memastikan 

bahwa semua unsur ini dipenuhi agar kontrak yang dibuat sah secara hukum.6 

B. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata 

Salah satu prinsip paling penting dalam hukum kontrak adalah prinsip 

kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal ini 

mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip kebebasan berkontrak ini 

memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat 

kontrak mereka sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak 

memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam merancang kontrak yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan mereka, baik dalam pengadaan barang dan jasa, 

maupun dalam hubungan kontraktual lainnya. 

Namun meskipun ada kebebasan berkontrak, setiap kontrak harus tetap 

mematuhi prinsip itikad baik, yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para 

pihak harus bertindak dengan itikad baik, yang berarti bahwa masing-masing pihak 

 
6 Setiawan, R. (2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Isu dan solusi dalam praktik hukum 

kontrak. Jurnal Hukum Perdata, 15(1), 23-40. 
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harus berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan niat yang baik dan tidak 

merugikan pihak lainnya.7 Prinsip itikad baik ini sangat penting untuk menjaga 

keadilan dalam hubungan kontraktual, karena jika kontrak dilaksanakan tanpa 

itikad baik, maka itu bisa merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan.8 

Keadilan dalam berkontrak bukan hanya mengharuskan para pihak untuk 

bertindak dengan itikad baik, tetapi juga memastikan bahwa ketentuan dalam 

kontrak tidak berpihak pada salah satu pihak. Ini penting terutama dalam kontrak 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang melibatkan dana publik, sehingga 

keadilan harus menjadi salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan kontrak 

tersebut.9 

C. Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kontrak 

memainkan peran yang sangat penting sebagai instrumen hukum yang mengikat 

kedua belah pihak. Pemerintah, sebagai pemberi pekerjaan, dan penyedia 

barang/jasa, harus memastikan bahwa kontrak pengadaan dibuat dengan jelas dan 

terperinci, mencakup spesifikasi barang atau jasa, waktu pelaksanaan, harga, dan 

mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak ini menjadi dasar yang mengatur 

kewajiban para pihak dalam penyediaan barang/jasa yang diperlukan untuk proyek 

pembangunan atau pelayanan publik. 

 
7 Prasetyo, I. (2022). Peran Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdata dalam Menangani Sengketa Kontrak 

Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Hukum Perdata & Ekonomi, 11(2), 105-121. 
8 Setiawan, R. (2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Isu dan solusi dalam praktik hukum 

kontrak. Jurnal Hukum Perdata, 15(1), 23-40. 
9 Ardian, Y. (2023). Kedudukan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di 

Indonesia: Studi atas Pasal 1313 KUHPerdata. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik, 18(1), 
143-158. 
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Kontrak pengadaan barang dan jasa harus disusun secara hati-hati dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kontrak harus memuat 

segala hal yang diperlukan untuk menghindari sengketa di kemudian hari, serta 

memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa 

hambatan. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tanpa kontrak yang jelas atau 

yang tidak mematuhi prinsip hukum dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi 

kedua pihak, terutama bagi pihak pemerintah yang mengandalkan barang/jasa 

untuk menjalankan program pembangunan.10 

Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdata memainkan peran yang sangat vital 

dalam pengaturan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak yang 

sah dan mengikat para pihak akan memastikan bahwa kewajiban yang ada 

dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati, serta memberikan perlindungan 

hukum kepada pihak-pihak yang terlibat jika terjadi pelanggaran terhadap isi 

kontrak tersebut. 

D. Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Kontrak dalam Hukum Perdata 

Tanggung jawab dalam hukum kontrak perdata adalah kewajiban yang 

timbul bagi pihak yang terlibat dalam kontrak untuk melaksanakan perjanjian yang 

telah disepakati. Setiap pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban 

untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, baik itu 

terkait dengan kualitas, waktu, maupun pembayaran. Pelaksanaan kontrak yang 

tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengarah pada wanprestasi, yang berakibat 

pada kewajiban untuk mengganti kerugian atau melaksanakan kembali kewajiban 

yang belum dipenuhi. 

 
10Junaidi, A. (2021). Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: 

Sebuah Tinjauan Kontekstual. Jurnal Hukum dan Bisnis, 16(4), 215-230. 
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E. Tanggung Jawab Pihak-Pihak dalam Kontrak 

Setiap pihak dalam kontrak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, 

kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya untuk melaksanakan apa yang 

telah dijanjikan. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kewajiban sesuai dengan 

spesifikasi, waktu, dan harga yang telah disetujui dalam kontrak. Jika salah satu 

pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban ini, pihak yang dirugikan berhak untuk 

menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, pihak penyedia barang/jasa 

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan 

spesifikasi yang telah disepakati, serta menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang 

telah ditentukan. Sementara itu, pihak pemerintah atau pemberi pekerjaan juga 

memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang ada dan 

menghargai hak penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum 

dalam kontrak.11 

F. Kewajiban Pihak-Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memiliki 

kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam kontrak mereka. 

Kewajiban ini meliputi beberapa hal utama, seperti: 

1. Penyediaan Barang/Jasa: Pihak penyedia barang/jasa bertanggung jawab 

untuk menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi teknis 

 
11Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Jurnal Pengadaan dan Hukum, 9(3), 123-139. 
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yang telah disepakati dalam kontrak. Kegagalan untuk menyediakan barang 

yang sesuai dapat mengakibatkan wanprestasi, dan pihak yang dirugikan 

berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. 

2. Waktu Penyelesaian: Dalam banyak kontrak pengadaan barang dan jasa, 

waktu penyelesaian pekerjaan adalah hal yang sangat krusial. Pihak 

penyedia barang/jasa harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. 

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan wanprestasi, 

dan pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi atas 

keterlambatan tersebut. 

3. Pembayaran: Pihak yang menerima jasa atau barang, dalam hal ini 

pemerintah, memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan 

yang disepakati dalam kontrak. Pembayaran yang terlambat atau tidak 

sesuai dapat dianggap sebagai wanprestasi, dan pihak yang dirugikan 

berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas kerugian 

yang timbul. 

G. Pembatalan Kontrak dalam Hukum Perdata 

Pembatalan kontrak adalah salah satu cara untuk mengakhiri suatu kontrak 

yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Pembatalan kontrak ini dapat 

terjadi karena berbagai alasan, baik yang bersifat subyektif (dari pihak yang 

terlibat) maupun obyektif (berdasarkan ketentuan hukum). Dalam hukum perdata 

Indonesia, pembatalan kontrak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang 

memberikan dasar bagi pembatalan kontrak jika terdapat unsur-unsur yang tidak 

terpenuhi atau jika kontrak tersebut bertentangan dengan hukum. 
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Dalam Pasal 1321 KUHPerdata, disebutkan bahwa kontrak dapat dibatalkan 

jika unsur-unsur pembentuk kontrak tidak terpenuhi, atau jika ada alasan hukum 

yang mengharuskan pembatalan. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan kontrak 

dibatalkan antara lain: 

1. Tidak Ada Kesepakatan 

Salah satu unsur penting dalam kontrak adalah kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas atau salah satu pihak 

tidak menyetujui isi kontrak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. 

Ketidaksepakatan mengenai syarat-syarat kontrak, atau adanya penipuan 

dalam mendapatkan persetujuan, dapat menjadi alasan bagi pihak yang 

dirugikan untuk membatalkan kontrak.12 

2. Kecakapan yang Tidak Memadai 

Kecakapan untuk bertindak adalah syarat sahnya sebuah kontrak. Jika salah 

satu pihak tidak memiliki kecakapan untuk membuat kontrak misalnya 

karena masih di bawah umur atau dalam keadaan yang menghalangi 

kemampuannya untuk bertindak sesuai hukum maka kontrak tersebut dapat 

dibatalkan. Pihak yang tidak cakap hukum tidak dapat mengikatkan dirinya 

dalam kontrak, yang akan menyebabkan kontrak tersebut batal demi 

hukum.13 

3. Objek yang Tidak Jelas 

Salah satu syarat sah dalam kontrak adalah objek yang jelas dan pasti. Jika 

objek yang diperjanjikan dalam kontrak tidak jelas, atau jika objek tersebut 

 
12Rahman, M. (2022). Penerapan Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdata dalam Penyelesaian Sengketa 

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Perdata & Ekonomi, 13(2), 156-171. 
13Putra, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Kontrak Pengadaan 

Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 17(4), 211-228. 
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bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kontrak tersebut dapat 

dibatalkan. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, jika objek 

yang dijanjikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka kontrak dapat 

dianggap batal. 

4. Tujuan yang Tidak Halal 

Tujuan kontrak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika 

kontrak dibuat dengan tujuan yang tidak sah menurut hukum atau 

bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum, maka kontrak 

tersebut dapat dibatalkan. Kontrak yang bertujuan untuk melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti penipuan atau 

perbuatan melawan hukum lainnya, dapat dibatalkan oleh pihak yang 

dirugikan.14 

H. Prosedur Pembatalan Kontrak 

Pembatalan kontrak dapat dilakukan melalui dua cara utama: pembatalan 

sepihak dan pembatalan melalui pengadilan. 

1. Pembatalan Sepihak 

Pasal 1321 KUHPerdata memungkinkan pihak yang dirugikan untuk 

membatalkan kontrak secara sepihak jika terdapat pelanggaran terhadap 

unsur-unsur yang mendasar dari kontrak tersebut. Pembatalan sepihak ini 

dapat dilakukan setelah pihak yang dirugikan memberikan pemberitahuan 

secara tertulis kepada pihak yang melanggar kontrak. 

2. Pembatalan melalui Pengadilan 

 
14Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Jurnal Pengadaan dan Hukum, 9(3), 123-139. 
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Pembatalan kontrak juga dapat dilakukan melalui proses pengadilan, jika 

pihak yang dirugikan tidak setuju untuk membatalkan kontrak secara 

sepihak atau jika terdapat ketidaksepakatan mengenai pembatalan kontrak. 

Pihak yang ingin membatalkan kontrak harus mengajukan permohonan 

kepada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah 

kontrak tersebut sah atau tidak. Pengadilan akan menilai apakah kontrak 

memenuhi semua syarat sahnya dan apakah terdapat alasan hukum yang 

cukup untuk membatalkan kontrak tersebut.15 

I. Dampak Pembatalan Kontrak 

Pembatalan kontrak dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Jika kontrak dibatalkan, maka hak 

dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut menjadi tidak berlaku lagi. 

Konsekuensi dari pembatalan ini adalah sebagai berikut:16 

1. Pemulihan Keadaan Semula (Restitusi) 

Salah satu dampak dari pembatalan kontrak adalah kewajiban untuk 

mengembalikan keadaan semula (restitusi). Pihak yang menerima 

keuntungan dari kontrak yang dibatalkan wajib mengembalikan keuntungan 

tersebut kepada pihak yang lainnya. Sebagai contoh, jika barang atau jasa 

sudah diterima oleh pihak pembeli, pihak tersebut harus mengembalikan 

barang atau jasa tersebut beserta pembayaran yang telah dilakukan, dan 

pihak penjual harus mengembalikan uang yang diterima.17 

 
15Hendri, R. (2022). Implikasi Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Analisis 

Kasus dan Solusi Hukum. Jurnal Pengadaan dan Manajemen Kontrak, 10(2), 75-92. 
16Marlina, N. (2023). Analisis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Hukum 

Perdata Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 19(2), 99-114. 
17Putra, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Kontrak Pengadaan 

Barang dan Jasa: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 17(4), 211-228. 
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2. Ganti Rugi 

Pembatalan kontrak juga dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi. Jika 

pembatalan kontrak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, pihak 

yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul 

akibat pembatalan tersebut. Ganti rugi ini dapat berupa kerugian materiil 

seperti biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan kontrak, atau 

kerugian immateriil seperti reputasi yang tercemar.18 

3. Mengakhiri Hubungan Hukum 

Dengan pembatalan kontrak, hubungan hukum yang dibangun melalui 

kontrak tersebut berakhir. Pihak-pihak yang terlibat tidak lagi terikat pada 

kewajiban-kewajiban yang ada dalam kontrak, meskipun mereka tetap 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat 

wanprestasi atau pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibatalkan. 

2.2 Pengadaan Barang dan Jasa 
 

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah salah satu aspek yang sangat 

penting dalam proses pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai 

bagian integral dari kebijakan pembangunan, pengadaan barang dan jasa berfungsi 

untuk mendukung terlaksananya berbagai program pembangunan pemerintah yang 

meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang 

berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan ini 

melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah sebagai pemberi pekerjaan dan 

penyedia barang atau jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Proses pengadaan 

 
18Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Jurnal Pengadaan dan Hukum, 9(3), 123-139. 
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barang dan jasa ini diatur dengan ketat oleh berbagai peraturan perundang-

undangan yang ada, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan 

barang/jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah 

yang dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan akuntabel, melalui 

perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kontrak. Kontrak pengadaan barang dan 

jasa ini menjadi pedoman yang mengikat antara pemerintah sebagai pemberi 

pekerjaan dan penyedia barang atau jasa dalam mengatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Pengadaan barang dan jasa ini memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan 

anggaran negara, serta untuk mendukung kelancaran proyek-proyek pembangunan 

yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah Indonesia mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses 

pengadaan dilakukan dengan cara yang bersih, transparan, dan efisien. Beberapa 

prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain adalah: 

1. Transparansi: Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan terbuka 

dan jelas, sehingga seluruh prosesnya dapat diawasi oleh publik dan pihak-

pihak terkait. Proses ini mencakup pengumuman pengadaan, prosedur 

pemilihan penyedia jasa, hingga penyerahan barang/jasa yang dihasilkan 

dari pengadaan tersebut. Transparansi sangat penting dalam mencegah 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/5/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)18/5/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Inka Kurnia Lubis - Kajian terhadap Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Sumber Daya Air...



 
 

19 
 

adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering terjadi dalam 

proyek-proyek pengadaan. 

2. Efisiensi: Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan cara yang 

efisien, mengingat anggaran negara yang terbatas. Dalam hal ini, efisiensi 

mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang ada (waktu, tenaga, dan 

dana) dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang optimal. 

Pengadaan yang efisien akan mengurangi pemborosan dan mempercepat 

penyelesaian proyek. 

3. Akuntabilitas: Setiap langkah dalam proses pengadaan barang dan jasa 

harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun 

hukum. Pemerintah, sebagai pihak yang memberikan pekerjaan, harus 

memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan hasil dari pengadaan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawasan. 

4. Kompetisi: Untuk menciptakan pengadaan yang adil dan transparan, prinsip 

kompetisi harus diterapkan. Prinsip ini mendorong adanya persaingan sehat 

antara penyedia barang dan jasa, yang pada akhirnya akan menghasilkan 

pilihan terbaik bagi pemerintah dengan harga yang wajar dan kualitas yang 

baik. 

5. Kewajaran: Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan 

berkeadilan, yaitu memastikan bahwa semua pihak mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pengadaan. Prinsip ini 

bertujuan untuk menghindari adanya praktik monopoli atau dominasi oleh 

pihak-pihak tertentu dalam pasar pengadaan barang dan jasa. 
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Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengatur perubahan kedua 

atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. 

Beberapa perubahan utama yang diatur dalam Perpres ini meliputi perluasan ruang 

lingkup pengadaan dengan memasukkan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah 

Desa", serta penyesuaian definisi terkait. Selain itu, Perpres ini juga menguatkan 

kebijakan etika dalam pengadaan, dengan penegasan terkait pertentangan 

kepentingan yang diperbarui.19 

Pengaturan lebih lanjut dilakukan pada tugas dan kewenangan berbagai pelaku 

pengadaan, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Agen Pengadaan. 

Peningkatan kualitas pengadaan juga tercermin dalam penyempurnaan perencanaan 

dan persiapan pengadaan, termasuk penyesuaian terhadap spesifikasi teknis, 

pemaketan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan bentuk kontrak, serta jaminan 

pengadaan. Perpres ini juga mendorong peningkatan penggunaan teknologi 

informasi melalui kewajiban sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), untuk 

meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan. 

Perpres ini menekankan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan 

mendukung pengalokasian minimal 40% anggaran untuk usaha mikro, kecil, dan 

koperasi (UMK/Koperasi) dari hasil produksi dalam negeri. Perubahan lainnya 

termasuk penegasan kewajiban sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dan pengaturan lebih rinci mengenai etika pengadaan untuk 

 
19 https://www.scribd.com/document/856983207/Telaah-Pasal-Perpres-No-46-Tahun-2025  
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menghindari konflik kepentingan. Dengan berlakunya Perpres ini, pemerintah 

bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih profesional dan 

transparan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dalam 

pelaksanaannya. 

Prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk menciptakan sistem pengadaan yang 

berkepastian hukum dan terbuka. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai 

hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak, maka sengketa dapat 

diminimalkan. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini sudah diatur secara rinci, 

dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dan penyedia jasa 

yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi administratif, teknis, maupun 

kualitas barang atau jasa yang disediakan.20 

Tujuan utama dari pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah untuk 

mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada, dengan tetap 

menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Salah satu tujuan pengadaan barang dan 

jasa adalah memastikan tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan untuk 

mendukung kelancaran proyek pemerintah, baik yang terkait dengan infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena proyek-proyek 

pemerintah seringkali melibatkan penyediaan fasilitas umum yang langsung 

digunakan oleh masyarakat. 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 merupakan peraturan yang 

mengatur perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan 

 
20Setiawan, R. (2019). Analisis sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Jurnal Administrasi Negara, 12(4), 88-102. 
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kebijakan Omnibus Law yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU 

No. 11 Tahun 2020) dan untuk memperbaiki serta mempercepat proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar pengadaan 

yang transparan, efisien, dan akuntabel.21 

Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam Perpres ini adalah kewajiban 

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% 

dari total anggaran belanja barang/jasa mereka untuk usaha mikro, kecil, dan 

koperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar 

kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa berpartisipasi dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif. Usaha mikro, kecil, dan koperasi dianggap memiliki potensi besar 

dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian lokal. 

Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 juga menegaskan kewajiban 

penggunaan produk dalam negeri. Produk dalam negeri yang digunakan dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memenuhi kombinasi nilai Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 

40%. Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri dalam 

negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta mendukung 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Perubahan lainnya dalam Perpres ini mencakup penyesuaian dalam proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Proses pengadaan yang sebelumnya terkesan 

rumit dan birokratis kini diharapkan dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap 

 
21 https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/perpres-12-tahun-2021  
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dinamika kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga 

mengatur mekanisme evaluasi yang lebih baik untuk memastikan pengadaan 

barang dan jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip yang lebih transparan dan 

akuntabel. 

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik memiliki dampak yang sangat besar 

dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, setiap tahap 

dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, 

harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek 

teknis dan administratif.22 

Namun, meskipun tujuan pengadaan barang dan jasa sangat positif, sering kali 

muncul tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk Kota Medan, adalah masalah 

wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Fenomena wanprestasi 

sering muncul ketika penyedia barang atau jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai 

yang telah disepakati dalam kontrak, baik dalam bentuk keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan maupun ketidaksesuaian kualitas barang/jasa yang 

disediakan. 

2.3 Wanprestasi dalam Hukum Perdata 
 

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban 

yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hukum kontrak perdata Indonesia, 

wanprestasi diatur secara rinci dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, yang 

memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan 

 
22Aminullah, M. (2021). Penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa melalui 

arbitrase. Jurnal Hukum Bisnis, 18(3), 215-229. 
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kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kegagalan 

salah satu pihak dalam melaksanakan kontraknya. 

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, wanprestasi dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk, baik dalam bentuk keterlambatan penyelesaian proyek, 

ketidaksesuaian barang/jasa yang diserahkan, atau bahkan kegagalan penyedia 

untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi ini 

sering kali merugikan pihak pemerintah yang bergantung pada penyediaan 

barang/jasa untuk kelancaran proyek pembangunan atau pelayanan publik.23 

A. Definisi Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata 

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam 

kontrak. Pasal ini menegaskan bahwa pihak yang gagal memenuhi kewajiban 

kontraktualnya dapat dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang belum 

dipenuhi atau untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. 

Wanprestasi dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali 

terkait dengan keterlambatan dalam penyelesaian proyek atau ketidaksesuaian 

kualitas barang/jasa yang disediakan dengan yang dijanjikan dalam kontrak. 

Misalnya, dalam proyek pembangunan infrastruktur, jika penyedia barang atau jasa 

gagal memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati, maka hal tersebut dianggap 

sebagai wanprestasi, yang berhak menuntut ganti rugi atau pemenuhan kontrak 

sesuai perjanjian.24 

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

 
23Yusuf, S. (2023). Kontrak dalam Hukum Perdata: Implikasi dan Penerapan dalam Pengadaan 

Barang dan Jasa di Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia, 28(1), 82-97. 
24Rahman, M. (2022). Penerapan Pasal 1313 dan 1243 KUHPerdata dalam Penyelesaian Sengketa 

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Perdata & Ekonomi, 13(2), 156-171. 
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1. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan: 

Salah satu bentuk paling umum dari wanprestasi dalam kontrak pengadaan 

barang dan jasa adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterlambatan ini bisa terjadi karena 

berbagai faktor, seperti keterlambatan pengiriman bahan baku, 

terhambatnya aliran dana, atau kesalahan dalam perencanaan. 

Keterlambatan ini menyebabkan kerugian, baik dari sisi waktu maupun 

biaya, dan sering kali berdampak pada kelancaran proyek. 

2. Ketidaksesuaian Kualitas Barang/Jasa: 

Ketidaksesuaian kualitas barang atau jasa dengan yang disepakati dalam 

kontrak juga termasuk wanprestasi. Misalnya, jika barang yang diserahkan 

oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui, atau jika 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang telah 

ditentukan, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi 

atau pemenuhan kewajiban sesuai kontrak. 

3. Pembayaran yang Tidak Sesuai: 

Terkadang, pembayaran yang terlambat atau tidak sesuai dengan jumlah 

yang disepakati dalam kontrak juga bisa dianggap sebagai wanprestasi. 

Pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal atau jumlah yang disetujui 

dapat mengganggu kelancaran proyek dan merugikan pihak penyedia 

barang/jasa. 

4. Pengalihan Kontrak tanpa Persetujuan: 

Beberapa kontrak pengadaan barang dan jasa melarang pengalihan 

kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak 
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lain. Pengalihan kewajiban ini tanpa persetujuan dianggap sebagai 

wanprestasi, yang dapat menyebabkan sengketa antara pihak yang terlibat. 

C. Akibat Hukum dari Wanprestasi 

Pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan akibat 

wanprestasi untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang belum 

dipenuhi. Dalam pengadaan barang dan jasa, ini bisa mencakup kerugian material, 

seperti biaya tambahan untuk memperbaiki atau mengganti barang atau jasa yang 

tidak sesuai, serta kerugian immateriil seperti kerugian reputasi atau kehilangan 

peluang yang disebabkan oleh wanprestasi. 

Ganti rugi yang dapat dituntut mencakup biaya-biaya yang timbul akibat 

kegagalan pihak yang melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak untuk 

meminta penyelesaian kontrak, misalnya dengan melanjutkan proyek dengan 

penyedia lain yang lebih mampu memenuhi kewajiban kontrak tersebut.25 

2.4 Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Hukum Perdata 
 

Penyelesaian sengketa kontrak dalam hukum perdata Indonesia merupakan 

bagian yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi 

semua pihak yang terlibat. Dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya yang 

melibatkan pihak pemerintah, penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan 

mengingat potensi dampak ekonomi dan sosial yang besar. Ketika terjadi 

wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk mencari penyelesaian melalui 

mekanisme yang sah yang telah diatur oleh hukum perdata Indonesia. 

 
25Zainal, F. (2023). Dasar Hukum dan Prinsip-prinsip Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Jurnal Pengadaan dan Hukum, 9(3), 123-139. 
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Penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak, termasuk dalam pengadaan 

barang dan jasa, dapat dilakukan melalui beberapa cara yang telah diatur dalam 

Pasal 1246 KUHPerdata. Terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa 

kontrak: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (seperti arbitrase dan 

mediasi). Pilihan mekanisme ini sangat bergantung pada kesepakatan para pihak 

dalam kontrak, serta karakteristik dari sengketa yang dihadapi. 

Dalam hukum perdata Indonesia, ketika terjadi wanprestasi dalam kontrak, 

pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta pemenuhan kewajiban 

kontraktual atau ganti rugi melalui jalur hukum yang sesuai. Pasal 1246 

KUHPerdata memberikan dasar hukum yang memungkinkan pihak yang dirugikan 

untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ganti rugi atas 

kerugian yang timbul akibat kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi 

kewajiban yang disepakati.26 

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan adalah mekanisme 

yang paling formal dan digunakan ketika alternatif penyelesaian sengketa seperti 

arbitrase atau mediasi gagal untuk menyelesaikan masalah. Proses litigasi di 

pengadilan sering kali memakan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi 

dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena itu, 

penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan opsi alternatif sebelum 

menempuh jalur pengadilan.27 

A. Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa 

 
26Hadi, M. (2022). Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam Kontrak Pengadaan Barang Pemerintah: 

Studi Kasus Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa. Jurnal Ekonomi dan Hukum, 14(1), 45-59. 
27Ariani, W. (2023). Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Fokus pada 

Pengaturan Wanprestasi dalam Pengadaan Pemerintah. Jurnal Hukum Ekonomi, 19(2), 188-202. 
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Arbitrase adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling 

sering dipilih dalam pengadaan barang dan jasa. Arbitrase merupakan metode 

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter. Pihak-

pihak yang terlibat dalam sengketa akan memilih arbiter yang berkompeten di 

bidang yang bersangkutan untuk memutuskan sengketa mereka. Keputusan yang 

dihasilkan oleh arbitrase bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa kedua 

belah pihak harus melaksanakan keputusan arbitrase tersebut tanpa ada upaya 

banding.28 

Salah satu keuntungan utama dari arbitrase adalah kecepatan dalam proses 

penyelesaian sengketa. Dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, arbitrase 

cenderung lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Selain itu, kerahasiaan dalam 

proses arbitrase juga menjadi keuntungan, karena keputusan yang dihasilkan tidak 

dipublikasikan dan tetap bersifat pribadi antara pihak yang terlibat. 

Meskipun arbitrase memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan 

kerahasiaan, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan, seperti biaya 

arbitrase yang terkadang tetap tinggi, serta kompetensi dari arbiter yang dipilih. 

Pemilihan arbiter yang tepat sangat penting untuk memastikan keputusan yang adil 

dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.29 

B. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa 

Selain arbitrase, mediasi juga merupakan alternatif yang populer dalam 

menyelesaikan sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa. Mediasi melibatkan 

pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan 

 
28Sutrisno, A. (2020). Praktik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah: Kajian dari perspektif 

hukum administrasi. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 67-84. 
29Hendri, R. (2022). Implikasi Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Analisis 

Kasus dan Solusi Hukum. Jurnal Pengadaan dan Manajemen Kontrak, 10(2), 75-92. 
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tanpa memberikan keputusan mengikat. Mediasi adalah proses yang lebih fleksibel, 

memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung dan mencari solusi 

yang dapat diterima bersama. Hal ini menjadikan mediasi lebih efisien dan murah 

dibandingkan dengan arbitrase atau litigasi.30 

Mediasi sangat efektif terutama jika kedua belah pihak memiliki keinginan 

untuk mempertahankan hubungan kerja sama mereka di masa depan. Proses 

mediasi juga memungkinkan untuk solusi yang kreatif yang mungkin tidak dapat 

ditemukan melalui prosedur litigasi atau arbitrase. Namun, mediasi hanya dapat 

berhasil jika kedua pihak bersedia untuk berkompromi dan mencapai kesepakatan 

yang adil. Jika mediasi gagal, para pihak biasanya akan beralih ke arbitrase atau 

pengadilan. 

C. Pengadilan sebagai Jalur Penyelesaian Terakhir 

Meskipun arbitrase dan mediasi adalah alternatif yang lebih efisien dan 

lebih cepat, pengadilan tetap merupakan jalur terakhir dalam penyelesaian sengketa 

kontrak, terutama jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Dalam Pasal 1338 

KUHPerdata, dijelaskan bahwa kontrak yang sah mengikat para pihak untuk 

memenuhi kewajiban mereka, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajiban kontraktualnya, pihak yang dirugikan dapat membawa masalah ini ke 

pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan kepastian hukum 

dan finalitas yang tidak bisa diberikan oleh arbitrase atau mediasi. Proses 

pengadilan memungkinkan hakim untuk memutuskan tentang ganti rugi atau 

 
30 Dewi, P. (2023). Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa: Perspektif 

Hukum Administrasi Negara. Jurnal Administrasi Negara dan Hukum, 11(1), 130-145. 
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pemenuhan kewajiban kontrak yang belum dipenuhi. Meskipun pengadilan sering 

kali memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi, pengadilan memberikan kekuatan 

hukum yang lebih besar, dengan keputusan yang dapat dieksekusi jika salah satu 

pihak tidak melaksanakan kewajibannya.31 

D. Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menyediakan pedoman yang jelas mengenai 

proses penyelesaian sengketa antara pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa. 

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa harus 

dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi 

untuk menjaga kelancaran proyek. 

Penting bagi pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk mengatur 

penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa mereka dengan 

baik. Kontrak yang mencakup klausul arbitrase atau mediasi dapat menghindari 

konflik jangka panjang yang bisa mengganggu keberlanjutan proyek dan 

menyebabkan kerugian lebih besar bagi negara.32 

2.5 Penelitian Terdahulu 
 

Dalam penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” membahas tentang berbagai 

mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa yang 

 
31Hendri, R. (2022). Implikasi Wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Analisis 

Kasus dan Solusi Hukum. Jurnal Pengadaan dan Manajemen Kontrak, 10(2), 75-92. 
32Ariani, W. (2023). Peran Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: Fokus pada 

Pengaturan Wanprestasi dalam Pengadaan Pemerintah. Jurnal Hukum Ekonomi, 19(2), 188-202. 
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dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya peran 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam proses 

mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam konteks ini, LKPP berperan sebagai 

fasilitator yang mendukung proses penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih 

efisien, di luar jalur litigasi. Ini memberikan gambaran yang relevan tentang 

bagaimana sengketa yang terjadi antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan 

Bina Konstruksi Kota Medan dan pihak ketiga bisa diselesaikan dengan pendekatan 

yang lebih terstruktur dan formal, mengurangi beban pada sistem pengadilan.33 

Sebuah penelitian yang lebih fokus pada peran lembaga khusus dalam 

penyelesaian sengketa dengan judul “Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, mengemukakan bahwa LKPP tidak hanya 

bertindak sebagai fasilitator tetapi juga sebagai mediator yang membantu mencegah 

eskalasi sengketa yang lebih besar. Penelitian ini menyoroti berbagai langkah yang 

diambil oleh LKPP untuk menyelesaikan sengketa, seperti menyediakan sistem 

mediasi dan arbitrase yang bisa dipilih oleh pihak yang terlibat. Penelitian ini sangat 

relevan untuk menambah pemahaman mengenai bagaimana penyelesaian sengketa 

kontrak barang dan jasa dapat diselesaikan dengan melibatkan lembaga independen 

seperti LKPP.34 

Dalam karya yang berjudul “Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, peneliti mengidentifikasi berbagai 

bentuk penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan proses peradilan, salah 

satunya adalah melalui jalur alternatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

 
33Sutrisno, A. (2020). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Jurnal Hukum Bisnis, 17(3), 112-126. 
34Hendri. (2021). Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Jurnal Hukum dan Kebijakan Pengadaan, 12(2), 113-130 
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peraturan yang ada memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang lebih 

fleksibel, sehingga kontraktor dan pihak pemerintah seperti Dinas Sumber Daya 

Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan memiliki alternatif selain jalur 

litigasi yang formal dan memakan waktu. Dalam konteks Kota Medan, penelitian 

ini memberikan alternatif yang bisa dipertimbangkan dalam mengatasi sengketa 

pengadaan barang dan jasa secara efektif dan dengan biaya yang lebih terjangkau.35 

Lebih mendalam tentang praktik lokal yang terjadi, Pemko Medan sendiri 

telah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) pada tahun 2022 terkait “Sengketa dan 

Permasalahan Hukum Kontrak Barang/Jasa” yang dilakukan oleh Dinas Sumber 

Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan. Bimtek ini bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menangani sengketa kontrak pengadaan 

barang dan jasa secara lebih profesional. Pada acara tersebut, dibahas berbagai 

strategi penyelesaian sengketa yang dapat membantu mengurangi jumlah sengketa 

yang berlarut-larut.36 

Dengan demikian, meskipun ada banyak persamaan dalam hal fokus 

penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa, penelitian ini membawa 

perspektif yang lebih terfokus pada konteks lokal dan aplikasi nyata dari kebijakan 

dan praktik yang ada di Kota Medan. 

 

 
35Amalia, R. (2020). Legalitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Jurnal Hukum dan Ekonomi, 9(1), 45-60. 
36Pemerintah Kota Medan. (2022). Bimtek Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum 

Kontrak Barang/Jasa oleh Pemko Medan. Portal Medan. 
https://portal.medan.go.id/berita/tingkatkan-pengetahuan-dan-pemahaman-asn-pemko-medan-
ikuti-bimtek-sengketa-dan-permasalahan-hukum-kontrak__read2238.html  
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, dengan tempat penelitian di 

Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan. Proses 

pengumpulan data difokuskan pada dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa 

yang telah disepakati antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina 

Konstruksi Kota Medan dan penyedia barang/jasa, serta kajian pustaka terkait 

dengan pengaturan hukum kontrak, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa dalam 

hukum perdata Indonesia. 

3.2 Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang 

bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang 

terkait dengan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui studi kontrak 

kerjasama antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota 

Medan dan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

mengutamakan analisis mendalam terhadap dokumen kontrak, ketentuan hukum 

yang relevan, serta teori-teori hukum yang mendasari pelaksanaan kontrak tersebut. 

Dalam hal ini, tidak dilakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, 

melainkan penelitian ini berfokus pada sumber data sekunder, berupa dokumen 

kontrak dan literatur hukum yang relevan dengan topik yang dibahas.  

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian norma-norma hukum yang 

berlaku dalam masyarakat, yang kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus 

atau permasalahan hukum yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. 
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Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dan 

menginterpretasikan penerapan hukum dalam konteks yang spesifik secara lebih 

sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada 

analisis terhadap kontrak sebagai sumber hukum yang mengikat kedua belah pihak 

serta aplikasinya dalam konteks wanprestasi dan penyelesaian sengketa yang 

terjadi.37 

3.3 Jenis Data 
 

Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 

kontrak pengadaan barang dan jasa antara Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan 

Bina Konstruksi Kota Medan dan pihak ketiga. Data kontrak ini berisi rincian 

tentang kewajiban dan hak kedua belah pihak yang menjadi dasar terjadinya 

sengketa kontrak. Jenis data tambahan meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, 

peraturan perundang-undangan (terutama KUHPerdata), dan penelitian terdahulu 

yang relevan dengan topik wanprestasi dan penyelesaian sengketa kontrak. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

dokumen atau dokumentasi (document study). Teknik ini dipilih karena tidak 

dilakukan observasi atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Sebagai 

pengganti, data diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-

dokumen kontrak yang telah ada, serta literatur yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai literatur akan digunakan 

untuk memperkaya analisis terhadap kontrak dan untuk mendukung argumentasi 

 
37 Soekanto, S. (2016). Metode penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Pers. 
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dalam penyelesaian sengketa kontrak yang berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam KUHPerdata, seperti Pasal 1238, 1243, 

dan 1313, akan menjadi acuan utama dalam mengkaji wanprestasi yang terjadi 

dalam kontrak tersebut. 

3.5 Analisis Data 
 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. 

Data yang diperoleh dari dokumen kontrak akan dianalisis secara deskriptif dan 

sistematis dengan mengidentifikasi dan memetakan klausul-klausul yang relevan 

dalam kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kemudian, data akan 

dikaitkan dengan teori hukum yang relevan serta ketentuan hukum yang berlaku, 

khususnya dalam hal wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak 

menurut KUHPerdata. 

Dalam menganalisis data, penulis akan mengidentifikasi bentuk-bentuk 

wanprestasi yang terjadi dalam kontrak dan mengkaji prosedur penyelesaian 

sengketa yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, 

penelitian ini juga akan mencocokkan temuan yang ada dengan penelitian terdahulu 

untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komparatif mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. 
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BAB V 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 
 

1. Bentuk Wanprestasi: Wanprestasi yang terjadi dalam kontrak antara Dinas 

Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan 

CV. Sari Kasih terutama berupa keterlambatan dalam penyelesaian 

pekerjaan. Keterlambatan ini menyebabkan proyek pembangunan 

terganggu, meskipun ada mekanisme yang mengatur denda keterlambatan 

sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa dilakukan 

melalui mediasi, yang terbukti efektif namun terkendala dalam hal 

penegakan keputusan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, meskipun membutuhkan komitmen 

kuat dari kedua belah pihak. 

3. Dampak Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa: Keterlambatan dalam 

penyelesaian pekerjaan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. 

Oleh karena itu, peran denda keterlambatan yang dipatuhi menjadi salah 

satu bentuk ganti rugi yang dapat mengurangi dampak negatif dari 

wanprestasi. 
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5.2 Saran 
 

1. Peningkatan Pemahaman terhadap Kontrak: Dinas Sumber Daya Air Bina 

Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan perlu meningkatkan pemahaman 

terhadap ketentuan kontrak agar dapat mengantisipasi potensi wanprestasi 

di masa depan. Penyedia jasa juga harus lebih memperhatikan ketepatan 

waktu dan kualitas pekerjaan. 

2. Peningkatan Efektivitas Mediasi: Diperlukan upaya untuk meningkatkan 

efektivitas mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme mediasi dan 

memastikan penegakan keputusan yang lebih tegas. 

3. Pemantauan Ketat Terhadap Proyek: Pemerintah daerah perlu memperkuat 

pengawasan dan pemantauan terhadap proyek pengadaan barang dan jasa, 

guna memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

disepakati dalam kontrak, termasuk ketepatan waktu dan standar kualitas. 
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